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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987.
Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah
diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

A. Konsonan

Huruf .
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
d Ja J Je
Ha (dengan titik di
< ) H bawah)
& Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zall Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Esdan Ye
Es (dengan titik di
o Sad 3 bawah)
. De (dengan titik di
o Dad d bawah)
5 Ta T Te (dengan titik di
bawah)
5 7a . Zet (dengan titik di
bawah)




I ‘Ain ‘ Koma di atas terbalik

¢ Ga G Ge

o Fa F Ef

d Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

3 Waw W We

® Ham H Ha

s Hamzah ’ Apostrof

] Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vokal Panjang
I=a idanyg = A4
=1 ‘éiz ai @i = I
I=u S=au s:=U

C. TaMarbutah
Ta marbdtah yang hidup dilambangkan dengan (t).
Contoh :
Qi 45l ditulis al-madanatun al-fagilatun

Ta marbdtah yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

-

4yus ditulis kitaabah
D. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan

ganda) yang diberi tanda syaddah.

Vi



Contoh :
&l ditulis tabbat
gzl ditulis al-Aajj
E. Penulisan Alif Lam
Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf J' ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan
garis mendatar (-).
Contoh :
Ja3  ditulis ar-rajulu
A&l ditulis al-galamu
433 ditulis al-zalzalah
F. Hamzah
Huruf hamzah di awal kata tidak dilambangkan. Namun, hamzah yang
terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan apostrof ()
Contoh :

b

Qa ditulis umirtu

“

B ditulis syai 'un
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ABSTRAK

Abdul Ghofar Fahmi, 2024. Perbandingan Kewenangan Hukum Ombudsman di
Indonesia dengan Norwegia. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

Penelitian ini membahas perbandingan kewenangan pengawasan dan akibat hukum
dari tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di
Norwegia. Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan tipe yuridis
normatif, fokus pada analisis Undang-undang, historis, dan perbandingan hukum.
Tujuan penelitian untuk menjelaskan perbandingan kewenangan pengawasan dan
menganalisis akibat hukum dari Ombudsman di Indonesia dan Norwegia. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa persamaan sebagai lembaga pengawasan, walaupun
cakupan pengawasannya berbeda. Ombudsman Republik Indonesia fokus pada
pengawasan pelayanan publik, sementara Ombudsman di Norwegia memiliki
cakupan lebih luas yakni: pelayanan publik; militer; isu anak; serta anti-
diskriminasi dan kesetaraan. Karena Ombudsman di Norwegia memiliki fokus yang
terbagi dalam beberapa bagian, maka Ombudsman dapat melakukan pendekatan
yang terfokus dalam menangani masalah pada masing-masing bagian. Hal ini yang
belum ditemukan di Ombudsman Republik Indonesia, sehingga muncul akibat
hukum dari masing-masing Ombudsman di kedua Negara.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Ombudsman; Pengawasan; Perbandingan
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ABSTRACT

Abdul Ghofar Fahmi, 2024. Perbandingan Kewenangan Hukum Ombudsman di
Indonesia dengan Norwegia. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

This study discusses the comparison of supervisory authority and legal
consequences of the duties and functions of the Ombudsman of the Republic of
Indonesia with the Ombudsman in Norway. The research uses a doctrinal approach
with a normative juridical type, focusing on analyzing laws, history, and legal
comparisons. The purpose of the research is to explain the comparison of
supervisory authority and analyze the legal consequences of the Ombudsman in
Indonesia and Norway. The results show that the similarities as a supervisory
institution, although the scope of supervision is different. The Ombudsman of the
Republic of Indonesia focuses on oversight of public services, while the
Ombudsman in Norway has a broader scope, namely: public services; military;
children's issues; and anti-discrimination and equality. Because the Ombudsman in
Norway has a focus that is divided into several sections, the Ombudsman can take
a focused approach in dealing with problems in each section. This is what has not
been found in the Ombudsman of the Republic of Indonesia, so that legal
consequences arise from each Ombudsman in both countries.

Keywords: Legal Effects; Ombudsman; Supervision; Comparison
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sebuah lembaga yang dikenal dunia dengan sebutan
“Ombudsman” kali pertama muncul dinegara Swedia tepatnya tahun 1809.
Akan tetapi jika menilik sejarah, pada masa khulafaur rasyidin terjadi tindakan
penyalahgunaan kekuasaaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah serta
tindakan kesewenang-wenangan, untuk melindungi masyarakat pada masa itu
khalifah Umar bin Khattab mendirikan Qodhi al Quadhaat pada tahun 634-644
M.t Sedangkan di Indonesia, lembaga ini pertama kali dibentuk presiden K.H.
Abdurrahman Wahid tahun 2000 silam, dengan disahkannya Keputusan
Presiden (Keppres) nomor 44 tahun 2000. Kemudian, lembaga ini dipertegas
kembali posisinya sebagai lembaga yang independen dengan disahkan
Undang-Undang nomor 37 tahun 2008.

Ombudsman di Indonesia mempunyai fungsi dalam melaksanakan
kegiatan pengawasan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
pejabat administrasi negara di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, badan
usaha milik negara dan daerah, badan hukum milik negara termasuk dalam
pengawasan dari lembaga ini. Bahkan pengawasan tersebut meluas hingga
pada badan swasta (mendapatkan anggaran sebagian/sepenuhnya dari negara

atau daerah) yang mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan pelayanan

! Mangu Kanisius, ‘Dua Dekade Ombudsman RI Sebagai Magistrature of Influence’,
Ombudsman.Go.ld, 2020  (https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--dua-dekade-
ombudsman-ri-sebagai-magistrature-of-influence).



terhadap masyarakat. Tugas Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 adalah: menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran yang
dilakukan pejabat pemerintah dalam lingkup kerja yang berkaitan dengan
“pelayanan masyarakat”, melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap
pengaduan dari masyarakat, melaksanakan pengelolaan dalam ruang lingkup
wewenang VYaitu dengan menindaklanjuti setiap laporan, melakukan
penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran perbuatan dari pejabat yang
ditugasi dalam pelayanan publik, berkoordinasi dengan melakukan kerjasama
dengan pihak lembaga pemerintah atau lembaga kemasyarakatan dan individu,
membangun relasi agar tercipta jaringan kerja, berupaya mencegah
pelanggaran dari pelayanan publik, dan menjalankan tugas lain-lain.?
Sedangkan di Norwegia, munculnya “Ombudsman” sudah sejak tahun
1952. Awalnya, Ombudsman hanya bertugas mengawasi Angkatan Bersenjata,
namun seiring waktu, kewenangannya berkembang. Berbeda dengan
Indonesia, di mana semua jenis pengaduan publik ditangani oleh satu lembaga,
yaitu Ombudsman Republik Indonesia (ORI), di Norwegia justru Ombudsman
dipisahkan berdasarkan bidangnya menjadi empat bagian: Ombudsman Sipil
(sivilombudet), Ombudsman Kesetaraan Gender dan Anti Diskriminasi
(likestillings- og diskrimineringsombudet yang disingkat LDO), Ombudsman
Angkatan Bersenjata (forsvarsombudet), dan Ombudsman untuk Anak

(barneombudet).

2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Indonesia, 2008), p. 5.



Tugas dan fungsi dari masing-masing Ombudsman tentu berbeda,
maksud berbeda disini adalah tugas dari masing-masing Ombudsman sesuai
dengan bidangnya. Misalnya Ombudsman kesetaraan gender dan anti
diskriminasi mempunyai tugas untuk mendorong kesetaraan dan melawan
diskriminasi. Hasil dari pemisahan lembaga Ombudsman menjadi beberapa
bidang adalah memudahkan dalam memilah dan memisahkan perkara
pengaduan dari masyarakat sesuai dengan bidang permasalahan masing-
masing. Sehingga mengurangi persepsi buruk publik dari tidak ditanggapinya
pengaduan masyarakat karena dicampur adukan laporan yang bermacam-
macam jenis atau kasus dalam satu tempat saja.

Kemudian jika melihat dari latar belakang berdirinya Ombudsman di
masing-masing negara terdapat perbedaan. Ombudsman Indonesia berdiri di
latar belakangi oleh semangat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme
yang ditandai demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pasca
peralihan orde baru menuju reformasi. Sedangkan di Norwegia, Ombudsman
diakui sebagai nilai tradisional dalam sistem konstitutional dan hukum
Norwegia,® sehingga keberadaan lembaga tersebut sangat penting dan lebih
terpandang serta dihormati oleh masyarakat.

Berbicara tentang Ombudsman maka tidak jauh dengan yang namanya
pelayanan publik, karena sejatinya Ombudsman dibentuk untuk mengawasi

pelayanan publik apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan Undang-undang

% Inna Rakitskaya, ‘Institute of the Parliamentary Ombudsman for Administration in
Norway: Novelties in Norwegian Legislation in the Light of the Adoption of the Act Relating to
the Parliamentary Ombud for Scrutiny of the Public Administration Dd. June 18, 2021°, SSRN
Electronic Journal, 2023, 3 (https://doi.org/10.2139/ssrn.4315258).



yang berlaku atau terjadinya ‘“Maladministrasi”’. Menilik lebih jauh kualitas
pelayanan publik dari kedua negara, maka Norwegia lebih diunggulkan di
bandingkan Indonesia untuk saat ini. Hal tersebut di buktikan melalui survei
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari Department of Economic and Social
Affairs dalam urusan pelayanan terhadap publik tahun 2022, Norwegia
menempati posisi 17 dari 193 dengan nilai E-Government Development Index
(EGDI) 0.8879, lebih unggul dari Indonesia yang hanya menempati posisi 77
dari 193 dengan nilai E-Government Development Index (EGDI) 0.7160.*
Gambar 1.1

Diagram Perbandingan E-Government Development Index 2022

Indonesia dengan Norwegia

2022 E-Government Development Index

-& World Average

Sumber:

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan publik yang baik akan
berpengaruh juga terhadap tingkat korupsi disuatu negara. Norwegia sebagai
salah satu negara yang memiliki pelayanan publik terbaik tingkat korupsinya
tergolong rendah. Hasil survei dari Transparency International (TI) 2022
menempati posisi 4 dari 180 negara dengan memperoleh 84 poin Indeks

Persepsi Korupsi (IPK), dimana negara peringkat pertama dianggap memiliki

4 Department of Economics and Social Affairs, E-government Survey 2022 : Digital
Government in the Decade of Action for Suistanble Development, 2022.
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sektor publik paling jujur. Sedangkan Indonesia, menempati posisi 110 dari
180 negara dengan hanya memperoleh 34 poin Indeks Persepsi Korupsi (IPK).5

Berdasarkan  uraian  diatas, penelitian  bermaksud  untuk
mengidentifikasi kewenangan pengawasan serta akibat hukum dari
kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia
dan Ombudsman di Norwegia yang menjadi perhatian dari penelitian.
Sehingga penulis mengangkat dengan judul “PERBANDINGAN
KEWENANGAN PENGAWASAN OMBUDSMAN DI INDONESIA

DENGAN NORWEGIA”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka
disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman di
Indonesia dengan Norwegia?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman di Indonesia

dengan Norwegia?

C. Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman di
Indonesia dengan Norwegia.
2. Menganalisis Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman di Indonesia

dengan Norwegia.

® Transparency International, Corruption Perceptions Index 2022, 2022.



D. Kegunaan Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah diharapkan
memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis. Kegunaan dalam penelitian
secara teoritis dan praktis dijabarkan di bawah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian lebih lanjut nanti
yaitu, tujuannya sebagai pengembangan keilmuan khususnya pada hukum
tata negara yang fokus membahas mengenai perbandingan kewenangan
hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.
2. Manfaat Praktis
Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian lebih lanjut nanti
yaitu, untuk pengaturan lembaga Ombudsman sebagai bahan rekomendasi
atau referensi dalam mengemukakan kebijakan tentang pengawasan oleh

Ombudsman.

E. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang
berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu skripsi, jurnal, dan penelitian
lepas (non skripsi), namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian

yang relevan antara lain:

Nama Metode Penelitian dan Perbedaan dan
(Tahun), Hasil Penelitian Persamaan
Judul
Rizki Wahyudi |- Jenis Penelitian Normatif |- Perbedaan dengan
(2014) Studi penelitian yang akan

perbandingan | Hasil Pe_nelltlannya adalah diteliti adalah terletak
Perbandingan antara

kedudukan Ombudsman Swedia dan pgda objek penelljugn,
lembaga dimana dalam penelitian




negara
Ombudsman
dalam sistem
ketatanegaraan
negara
Republik
Indonesia
dengan Swedia

Indonesia  menunjukkan
perbedaan dalam landasan

konstitusional, sejarah
pembentukan, dan
wewenang yuridis.
Ombudsman Swedia

didasarkan pada konstitusi,
sementara di Indonesia
awalnya terbentuk melalui
Keputusan Presiden.
Keduanya memiliki
inisiatif yang sama dari
pemimpin mereka untuk
meningkatkan pengawasan
terhadap pelayanan publik.
Namun, Ombudsman
Swedia memiliki
wewenang untuk menuntut
pelanggaran,  sementara
Ombudsman Indonesia
hanya dapat memberikan
rekomendasi tanpa
kekuatan yuridis.

tersebut objek
penelitiannya adalah
Ombudsman di Indonesia
dengan Swedia.
Sementara penelitian ini,
objek penelitiannya
adalah Ombudsman di
Indonesia dengan
Norwegia.
Persamaannya terletak
pada subjeknya, karena
sama-sama meneliti
tentang membandingan
lembaga Ombudman.

Sultoni Fikri
dan Syofyan

Hadi (2020)

Ombudsman:
Studi

Jenis Penelitian Normatif

Hasil Penelitiannya adalah
Perbedaan fungsi
Ombudsman Denmark dan
Indonesia terletak pada

Perbedaan dengan
penelitian  yang akan
diteliti adalah terletak

pada objek penelitian,
dimana dalam penelitian

Perbandingan lingkup pengawasan. | tersebut objek
Hukum Antara Ombudsman Denmark | penelitiannya adalah
Indonesia awalnya mengawasi | Ombudsman di Indonesia
dengan kekuasaan legislatif, | dengan Denmark.
Denmark kemudian memantau | Sementara penelitian ini,
lembaga swasta yang | objek penelitiannya
memberikan  pelayanan | adalah Ombudsman di
publik. ~ Di  Indonesia, | Indonesia dengan
Ombudsman mengawasi | Norwegia.
lembaga pelayanan publik |- Persamaannya terletak
yang dibiayai negara, tidak | pada subjeknya, karena
termasuk lembaga swasta | sama-sama meneliti
tanpa pendanaan negara. | tentang membandingan
Hal ini diatur dalam dasar | lembaga Ombudman.
hukum masing-masing
Ombudsman.
Al Ihwal - Jenis Penelitian Normatif |- Perbedaan dengan
(2021) Peran penelitian yang akan




Ombudsman
dalam
Meningkatkan
Pelayanan
Publik telaah
Siyasah
Syariah

Ombudsman di berbagai

negara, termasuk
Indonesia, memiliki
wewenang untuk
menyelidiki ~ pengaduan

individu. Beberapa dapat
membuat keputusan dan
mengajukan tuntutan,
sementara yang lain
memberikan rekomendasi.
Peran mereka efektif
dalam mengawasi
pelayanan publik sesuali
undang-undang.  Dalam
Islam, konsep pengawasan
mirip dengan wilayat al-
muzalim dan wilayat al-
hisbah, yang otonom dan

tidak terikat kekuasaan
pemerintahan khalifah.
Ombudsman dianggap
memiliki otonomi serupa
dalam sistem
ketatanegaraan.

terletak
yang

adalah
fokus

diteliti
pada
dianalisis, penelitian
tersebut  fokus pada
pembahasan peran
Ombudsman dalam
meningkatkan pelayanan
publik. Sementara
penelitin ini, akan fokus
membandingkan
kewenangan pengawasan
Ombudsman di Indonesia
dengan Norwegia.
Persamaannya terletak
pada subjeknya, karena
sama-sama meneliti
tentang Ombudman.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Kata pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal

dari kata “awas” yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan,

sedangkan kata pengendalian berasal dari kata “kendali” yang berarti

menguasai kendali, memegang pimpinan, memerintah. Pengawasan

diartikan penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan

jalannya pemerintahan.t

8Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2015).




Pengawasan memiliki banyak pengertian dari berbagai pendapa ahli.
Menurut muchsan, bahwasanya pengawasan merupakan kegiatan untuk
menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan
pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang
dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).”

Henry Fayol menyebutkan : “control consist in verifying wether
everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued
and principle estabilished. It has for object to point out weaknesses in error
in order to rectify then and prevent recurrance”. Dari pengertian ini dapat
dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah
sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan
pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan
dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan
tersebut terulang kembali.

Menurut Sujamto, fungsi controlling dalam bahasa Indonesia
melibatkan dua konsep utama, yakni pengawasan dan pengendalian.
Pengawasan merujuk pada usaha untuk mengetahui dan menilai secara
akurat pelaksanaan tugas atau pekerjaan, sementara pengendalian lebih
menekankan pada upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas atau

pekerjaan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.®

" Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan
Tata Usaha Negara Di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2007).
8Sujamto, Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
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Dari beberapa pandangan para ahli terkait dengan penyampaian
makna pengawasan di atas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa
pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk
membandingkan Kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan
terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar
tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan
guna melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan

seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

2. Konsep Ombudsman

Pengertian Ombudsman sendiri berasal dari bahasa Swedia kuno
yaitu “umbud” artinya ialah suatu perwakilan yang sah dan “man” artinya
manusia, sehingga diartikan bahwa “umbudsman’ adalah suatu perwakilan
dari seseorang yang sah.®

Menurut Roy Gregory, menjelaskan dengan jelas bahwa
Ombudsman adalah lembaga yang menunjuk seseorang untuk bekerja
membantu publik atau dalam hal ini adalah masyarakat dalam menghadapi
masalah yang bersangkutan dengan organisasi pemerintahan atau
organisasi kekuasaan disuatu negara umumnya.® Sedangkan menurut
Ibrahim Al-Wahab kata Ombudsman sendiri berasal dari imbuhan istilah

jerman. Ombudsman mempunyai beberapa arti menurut Ibrahim Al-Wahab

% Jimly Asshidigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Ed. 2, Cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

10 H.M. Galang Asmara, Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016).
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yaitu: delegate, lawyer, representative, agent, guardian atau sebutan lain
yang mengartikan seseorang individu maupun instansi yang diberi
kekuasaan untuk melakukan perwakilan dalam melakukan suatu perbuatan
atas nama orang lain yang memberikan kekuasaan kepada seseorang.!

Dalam kamus Oxford, Ombudsman diartikan sebagai pejabat yang
ditunjuk untuk menyelidiki laporan publik terkait dengan otoritas dari
pelayanan publik. Praktik dari Ombudsman sendiri sudah ada sebelum
istilah ini ada dan diperkenalkan sebagai praktik pelindung publik dari
tindakan sewenang-wenang di Swedia.

Wewenang dari Ombudsman Republik Indonesia merupakan
lembaga  yang mengawasi penyelengara pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh negara seperti badan usaha milik negara, daerah,
badan hukum milik negara serta badan swasta yang mendapatkan tugas
berkaitan dengan pelayanan kepada publik yang sebagian maupun
keseluruhan dibiayai oleh negara ataupun daerah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
Ombudsman merupakan seseorang individu yang memperoleh jabatan
dilembaga yang bertugas untuk mengawasi, menyelidiki, dan melindungi
publik atau masyarakat dari perlakuan pejabat pemerintah yang melakukan

pelanggaran dan tindakan sewenang-wenang.

11 H.M. Galang Asmara, Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016).
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G. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif, dimana untuk
menjawab masalah hukum yang dihadapi dalam penelitian diperlukan
menemukan aturan dan prinsip hukum, maupun menemukan doktrin
hukum.'?  Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang
menghasilkan pendapat, konsep atau ide baru sebagai petunjuk nantinya

dalam menyelesaikan masalah.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
perbandingan hukum. Peter Mahmud Marzuki dalam buku “Penelitian

Hukum” mengemukakan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan
menggunakan legislasi dan regulasi.®* Misalnya undang-undang,
karena dalam pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat.
Sedangkan produk seperti keputusan presiden atau keppres, keputusan
menteri dan lain-lain, bukan termasuk dalam pendekatan ini
dikarenakan produk tersebut diterbitkan oleh pejabat pemerintah tanpa
adanya keterlibatan lembaga perwakilan rakyat. Sehingga, dalam

penelitian pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki dan asas-

12Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).
13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. rev, Cet. VIl (Jakarta: Kencana, 2011).
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asas yang terdapat di peraturan yang diatur dalam undang-undang
tersebut.

b. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari
aturan hukum yang ada.'* Pendekatan konseptual peneliti merujuk pada
prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip hukum ini dapat ditemukan
dalam pikiran pendapat para ahli sarjana dibidang hukum serta dapat
pula ditemukan dalam doktrin-dokrtin hukum.

c. Pendekatan perbandingan merupakan penelitian yang melakukan
penelitian hukum komparatif. Dalam pendekatan perbandingan peneliti
perlu menemukan perbandingan (perbedaan dan persamaan). Dalam
pendekatan komparatif bisa terjadi persamaan undang-undang dari dua
negara atau lebih dikarenakan faktor sistem hukum yang dianut sama.
Pendekatan ini memungkinkan melakukan suatu perbandingan dari
negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda akan tetapi memiliki

kesamaan dalam sistem ekonomi atau perkembangan ekonominya.*®

3. Sumber Bahan Hukum
Penelitian ini akan menggunakan setidaknya dua sumber bahan
hukum, sumber bahan hukum tersebut yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum ini memiliki sifat autoritatif yang artinya adalah

mempunyai kekuasaan atau otoritas.'® Biasanya terdiri dari peraturan

14 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. rev, Cet. VIl (Jakarta: Kencana, 2011).
15 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).
16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. rev, Cet. VIl (Jakarta: Kencana, 2011).
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perundang-undangan, yurisprudensi hakim, perjanjian internasional,

dan lain-lain. Bahan hukum primer bisa terdiri dari peraturan tertinggi

yaitu konstitusi sampai peraturan dibawahnya seperti undang-undang

yang akan disebutkan dibawah ini:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008
Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Lov om Likestilings- og diskrimineringsombudet og
Diskrimineringsnemnda  (diskrimineringsombudsloven) LOV-
2017-06-15-50

Lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen
(sivilombudsloven) LOV-2021-06-18-121

Lov om  Stortingets  Ombudsnemnd  for  Forsvaret
(forsvarsombudsloven) LOV-2021-06-18-115

Lov om barneombud (barneombudsloven) LOV-1981-03-06-5

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kebalikan dari bahan primer

dimana menggunakan dokumen-dokumen resmi seperti Kkonstitusi,

peraturan dan lain-lain, justru bahan hukum sekunder ini menggunakan

dokumen-dokumen tidak resmi.l” Dokumen-dokumen tidak resmi

tersebut dapat didapatkan dalam buku, jurnal (jurnal tentang hukum

17 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. rev, Cet. VIl (Jakarta: Kencana, 2011).
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diutamakan), kamus-kamus hukum, hasil survei penelitian, , dan lain-

lain dalam hal ini berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah
menggunakan dokumentasi yang merupakan cara pengumpulan data
dengan menginfentarisir catatan, transkip buku dan lain lain yang
berhubungan dengan penelitian ini dan menggunakan studi pustaka yaitu
pengumpulan data dengan melakukan penelusuran sekaligus menelaah
pustaka seperti literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya.
Kemudian dalam pengelolaan bahan hukum menggunakan prosedur
inventarisasi perundang-undangan, dan klasifikasi bahan hukum sesuai

dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini akan memberikan argumentasi dalam hal ini
berpendapat terhadap isu hukum yang akan terjadi di masa mendatang.
Argumentasi diperlukan dalam upaya menjawab permasalahan penelitian
agar memberikan jejak pendapat tentang benar atau tidaknya dan

bagaimana hukum semestinya menyikapi hal tersebut.

H. Sistematika Penulisan
Dalam rencana penelitian ini akan dilakukan penyusunan yang lebih
variatif dan komprehensif berbentuk karya ilmiah skripsi, selanjutnya akan
menghasilkan 5 (lima) bab. Kemudian setiap babnya akan dilakukan

penjelasan secara detail dengan menghasilkan sub bab, sehingga akan lebih
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terskema atas sebuah bagian dari pikiran pokok utama, adapun lebih jelasnya
akan diuraikan pada paragraf dibawah ini:

BAB | Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang
relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il Landasan Teori, dalam bab ini akan memaparkan teori maupun
konsep yang berkesinambungan dari penelitian, yang berisi teori perbandingan
hukum, teori kewenangan, dan teori konsep Ombudsman.

BAB Il Hasil Penelitian, didalam bab tiga ini nantinya fokus pada hasil
penelitian masalah yang menjadi pokok kajian penelitian. Pada bab ini akan
diuraikan tentang kewenangan hukum dari Ombudsman di Indonesia dan
Norwegia serta persamaan dan perbedaan Ombudsman di Indonesia dengan
Norwegia.

BAB IV Pembahasan Penelitian, penulis dalam bab empat akan
menganalisis kewenangan hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwega
serta persamaan dan perbedaan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.

BAB V Penutup, bab terakhir akan memberikan kesimpulan mengenai
keseluruhan hasil dari rangkaian rumusan masalah dan analisis keseluruhan

dari bab i-iv, dan saran bagi penulis serta pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ombudsan Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman di Norwegia
memiliki persamaan sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap
administrasi publik, dengan mandat untuk mengawasi pelayanan publik.
Perbedaannya, ORI hanya mengawasi pelayanan publik oleh negara atau
pemerintah, sedangkan Ombudsman di Norwegia memiliki mandat yang lebih
luas, mencakup administrasi publik, angkatan bersenjata, perlindungan anak,
dan pencegahan diskriminasi serta kesetaraan. ORI dan Ombudsman di
Norwegia memiliki beberapa kekurangan. Pertama, keberadaan ORI tidak
diatur dalam konstitusi, sementara di Norwegia hanya sivilombudet yang diatur
dalam konstitusi. Kedua, fungsi dan tugas ORI terbatas pada pengawasan
pelayanan publik oleh negara atau pemerintah. Ketiga, meskipun keduanya
dapat mengeluarkan rekomendasi, rekomendasi tersebut tidak mengikat secara
hukum dan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak terlapor. Sedangkan,
kelebihan dari ORI adalah fungsi dan tugasnya strategis dalam mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat
mempublikasikan pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi. Kemudian,
kelebihan Ombudsman di Norwegia adalah dasar hukum sivilombudet diatur
dalam konstitusi dan memiliki cakupan fungsi yang lebih luas serta hasil
temuan dari likestillings- og diskrimineringsombudet dapat diajukan ke

pengadilan dalam isu kesetaraan dan anti-diskriminasi.

112
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Akibat hukum dari Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman
di Norwegia dapat dibandingkan dari segi normatif. Ombudsman di Norwegia
memiliki landasan hukum yang kuat, tercakup dalam konstitusi dan undang-
undang yang memberikan kewenangan yang jelas dan independensi dalam
pengawasan administrasi pemerintahan serta perlindungan hak-hak warga
negara. Sebaliknya, Ombudsman Republik Indonesia, meskipun memiliki
dasar hukum dalam undang-undang, tidak termasuk dalam konstitusi, yang
dapat mengakibatkan keterbatasan dalam wewenang dan ruang lingkup
pengawasannya. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas
Ombudsman dalam menangani maladministrasi dan perlindungan hak-hak
warga negara. Sedangkan dari segi empiris, akibat hukum antara Norwegia dan
Indonesia dalam konteks E-Government dan E-Participation serta tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menunjukkan perbedaan yang
signifikan. Norwegia menonjol dengan posisi unggul dalam pengembangan E-
Government, namun mengalami penurunan dalam E-Participation. Meskipun
demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Norwegia tetap tinggi,
sebaliknya Indonesia menghadapi tantangan dengan penurunan kepercayaan
masyarakat dan rentan terhadap korupsi. Norwegia juga memiliki sistem
whistleblowing yang terstruktur dalam undang-undang, sementara Indonesia
belum diatur secara eksplisit regulasinya. Perbedaan ini menyoroti tantangan
dan upaya yang perlu diatasi oleh kedua negara dalam memperkuat pelayanan

publik dan kepercayaan masyarakat.
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Penelitian ini telah memberikan pemahaman dalam membandingkan

kewenangan hukum Ombudsman di Indonesia dan Norwegia. Namun, penting

untuk mengakui adanya beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki

dalam penelitian ini:

1.

Pendekatan Normatif dan Keterbatasan Informasi: Keterbatasan informasi
karena penggunaan pendekatan normatif dapat memengaruhi kedalaman
analisis. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk melengkapi penelitian
ini dengan pendekatan empiris, seperti wawancara dengan praktisi hukum
atau ahli hukum di kedua negara, untuk memberikan perspektif praktis
yang lebih komprehensif.

Terbatasnya Jurnal atau Penelitian Mengenai Ombudsman di Norwegia:
Dikarenakan sedikitnya jumlah literatur mengenai Ombudsman di
Norwegia, penelitian lanjutan dapat mengisi kesenjangan ini dengan
menggali sumber informasi alternatif seperti laporan resmi, dokumen
kebijakan, atau publikasi pemerintah Norwegia yang relevan.

Dengan memperbaiki keterbatasan ini, penelitian lanjutan diharapkan

dapat menyempurnakan pemahaman tentang perbandingan kewenangan

hukum Ombudsman di Indonesia dan Norwegia.
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